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Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan) sudah saatnya diganti dengan paradigma baru. Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Pedurungan saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir. Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Konsep pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan pendekatan melalui aspek hukum (peraturan), aspek organisasi (kelembagaan), aspek  teknis operasional, aspek pembiayaan (retribusi), serta aspek peran aktif masyarakat.








Sampah merupakan bahan buangan padat dari aktivitas manusia baik di rumah, sekolahan, kantor, pertokoan, restoran, pasar, tempat umum dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi akan membuat semakin tingggi tingkat komsutivitas yang berdampak pada besarnya timbulan sampah yang dihasilkan 

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Semarang dan memiliki luas wilayah + 20,72 km2 terdiri atas 12 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 mencapai 159.860 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.715 per km2. 

Pengelolan sampah yang ada di Kecamatan Pedurungan saat ini masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya,  diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke (TPA) tempat pembuangan akhir

Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3P sudah saatnya diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Sistem Pengelolaan Sampah Secara Terpadu merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Pengelolaan sampah terpadu adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Adapun konsep pengelolaan sampah terpadu meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan dan sistem pembuangan akhir dengan cara sanitary landfill. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari sstem 3R yang saat ini merupakan konsensus internasional yaitu reduce, reuse, recycle atau 3M (Mengurangi, Mengggunakan kembali, dan Mendaur ulang).





Sampah  perkotaan apabila tidak dikelola secara benar akan menjadi beban dan berdampak negatif bagi masyarakat, namun jika dikelola dengan benar  akan menjadi asset dan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

Strategi pengelolaan sampah kota yang berkembang saat ini di bagi dalam tiga jangka, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek pengolahan sampah dilakukan di TPA. Untuk jangka menengah pengolahan sampah dilakukan untuk skala kawasan sedangkan untuk jangka panjang pengolahan sampah dilakukan sejak dari sumber (BBPT 2003).

Pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat. Dengan mengolah sampah dalam satu modul kawasan akan mengurangi beban pencemaran di TPA dan mengurangi pencemaran bau dalam pengangkutan sampah.













































Aspek Hukum dan Peraturan
-	Pengelolaan sampah di Kota Semarang saat ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan yang tertuang dalam Perda No 6 Tahun 1993 dan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 660.2/274 Tahun 2000. Selain Perda saat ini telah ada UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah
-	Adanya UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah perlu disosialisaikan kepada masyarakat guna mencapai sasaran. Bisa dalam bentuk pemasangan baliho secara ringkas, pemasangan Papan Himbauan pada fasilitas umum, juga dapat dilakukan melalui media berupa selebaran-selebaran yang disebarkan secara langsung (door to door) maupun secara tidak langsung (penyebaran melalui loket pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih). 

-	peraturan perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan guna mempermudah pelaksanaannya.

Aspek Institusi atau Kelembagaan








Gambar 2. Rencana Struktur Organisasi UPTD Pedurungan




Penyapuan jalan dilakukan pada pagi hari dimulai pukul 05.00 – 09.00 WIB








Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

2.	Pewadahan Sampah Jalan
Pewadahan di sepanjang jalan protokol direncanakan menggunakan sepasang bin dengan bahan HDPE (Hi-Density Polyethylen) kapasitas 50 liter, dengan tiang penyangga Pewadahan diletakkan di sepanjang jalan terletak di sebelah kanan kiri dengan jarak tiap wadah 50 m.

Tabel 2 Jenis Pewadahan yang Dianjurkan






Sumber : Analisa Perhitungan, 2012
3.	Pengumpulan
Alat yang digunakan sebagai sarana pengumpulan adalah Kendaraan Roda Tiga dengan bak terbuka kapasitas 2 m3. Pola pengumpulan individual langsung.
Keunggulan penggunaan Kendaraan Roda Tiga adalah sebagai berikut :
	Kelincahan gerak (tinggi/luas)
	Praktis dalam pengoperasiannya 
	Hemat waktu
	Cocok dioperasikan pada daerah yang mempunyai topografi bervariasi




Gambar 3 Rencana Armada Pengumpulan
 Sumber : Dinas Kebersihan, 2012

















Sumber : Analisa Perhitungan, 2012

4.	Pengolahan di TPST
Luas bangunan Plant TPST  direncanakan seluas 2273 m2. Fasilitas yang ada didalamnya direncanakan terdiri dari :
a.	Ruang Penerimaan seluas 160 m2
b.	Ruang Pemilahan Utama  seluas 90 m2
c.	Ruang Pemilahan Anorganik 200 m2
d.	Ruang Residu seluas 400 m2
e.	Ruang Penghantar seluas 80 m2
f.	Ruang Pencacah Organik seluas 80  m2
g.	Ruang Pengadukan seluas 15 m2
h.	Ruang Pengomposan seluas 600 m2
i.	Ruang Pengering Pengayakan seluas 300 m2
j.	Ruang Pengemasan & Gudang Organik seluas 400 m2
k.	Ruang Pengemasan & Gudang Anorganik seluas 100 m2
l.	Gudang Alat seluas 24 m2
m.	Ruang Cuci Armada seluas 72 m2
n.	Bengkel seluas 48 m2
o.	Ruang Kantor seluas 48 m2
p.	Ruang Parkir Armada seluas 600 m2
q.	Ruang Parkir Pengunjung seluas 40 m2
r.	Pos Jaga seluas 15 m2

Peralatan penunjang yang diperlukan selama proses pengolahan sampah di TPST Kecamatan Pedurungan antara lain :
a.	Peralatan pemilahan, bongkar muat sampah, dan pengolahan seperti sapu, sekop, cangkul, garu, golok, ember, kran air, selang air, termometer, timbangan, dan lain-lain.
b.	Perlengkapan petugas pengolah seperti pakaian seragam, topi, masker, sarung tangan, dan sepatu boot.

5.	Pengangkutan
Pola pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem kontainer yang diganti yaitu : 
a.	Truk ArmRoll ditempatkan di lokasi TPST
b.	Truk ArmRoll mengambil kontainer isi dan langsung menuju ke TPA
c.	Truk dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju kembali ke TPST untuk membawa kontainer isi berikutnya.
d.	Demikian seterusnya sampai dengan rit terakhir.













Gambar 4 Pengelolaan Sampah Kecamatan Pedurungan Secara Terpadu
 Sumber : Analisa Perhitungan, 2012
Aspek Pembiayaan 
Sistem pengelolaan sampah terpadu Kawasan Kecamatan Pedurungan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah terpadu, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2012) sebesar Rp. 9.360.791.603,-. Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST pada tahun pertama (2012) adalah sebesar Rp.  15.863.535.453,- 

Aspek Peran Serta Masyarakat
Bentuk peran serta masyarakat Kecamatan Pedurungan terhadap pengelolaan sampah antara lain :
a.	Membayar retribusi sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b.	Membuang sampah pada wadah ada di masing-masing sumber sampah. 




Berdasarkan hasil pembahasan perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Dilihat dari Aspek Organisasi (Kelembagaan), pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan menjadi tanggung jawab UPTD yang membawahi Tata Usaha, Sub Unit Perencanaan Sub Unit Operasional dan Perawatan serta manajemen pengolahan di TPST.
2.	Dilihat dari Aspek Hukum dan Pengaturan, perlu adanya sosialisasi UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan cara pemasangan baliho secara ringkas, maupun pemasangan Papan Himbauan pada fasilitas umum, sosialisasi dapat juga dilakukan melalui media berupa selebaran-selebaran yang disebarkan secara langsung (door to door) maupun secara tidak langsung (penyebaran melalui loket pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih). 
3.	Dilihat dari Aspek Teknis Operasional, pemisahan sampah tidak dilakukan di sumber penghasil sampah, pemisahan sampah dilakukan di TPST. Di TPST juga dilakukan kegiatan pengomposan dan penjualan kembali bahan-bahan anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomis. Sub sitem pewadahan, untuk jalan direncanakan menggunakan sepasang bin HDPE kapasitas 50 liter di lengkapi dengan tiang penyanggga. Sub sistem pengumpulan menggunakan pola individual langsung (door to door), dengan menggunakan kendaraan roda tiga, dan sistem pengangkutan ke TPA menggunakan truk arm roll, masing-masing maksimal 4 (empat) kali ritasi setiap harinya.
4.	Dilihat dari Aspek Pembiayaan dan Retribusi, sistem pengelolaan sampah terpadu Kecamatan Pedurungan dibiayai dari penerimaan retribusi serta hasil penjualan produk TPST (kompos dan bahan anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis). Dengan penerapan pengelolaan sampah terpadu, diperlukan biaya pengelolaan sampah pada tahun pertama (2012) sebesar Rp. 9.360.791.603,-




1.	Aspek Hukum dan Peraturan, Perlu segera dilaksanakannya sistem Pengelolaan Sampah Terpadu untuk mengolah sampah Kawasan Kecamatan Pedurungan sepertit ketentuan UU No.18 Tentang Pengelolaan Sampah adanya tugas dan kewajiban pemerintah daerah dengan cara berwawasan lingkungan guna mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA
2.	Aspek Institusi dan Kelembagaan, Perlu adanya institusi / lembaga pengelola yang masih satu garis perintah dari Dinas Kebersihan untuk memudahkan rencana pengembangan  pengawasan serta perintah sewaktu-waktu
3.	Aspek Teknis Operasional, perlu di lakukan perubahan paradigma lama (sistem 3P) dengan paradigma baru (Daur Ulang dan Pengomposan) dengan pengolahan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya agar jumlah sampah yang dihasilkan lebih sedikit
Perlu segera dilaksanakannya sistem Pengelolaan Sampah Terpadu untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh Sampah Kota, untuk mengurangi beban Pemerintah Kota Semarang dalam menangani pengelolaan kebersihan Kota Semarang, serta untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA.
4.	Aspek Retribusi dan Pembiayaan, Perlu penyiapan biaya investasi dari Pengelola Kawasan Kecamatan Pedurungan sebagai pendukung awal berjalannya Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu dan perlunya optimalisasi penarikan retribusi serta usaha pemasaran yang strategis hasil produk TPST untuk menunjang biaya pengelolaan sampah terpadu Kawasan Kawasan Kecamatan Pedurungan
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Petugas Penyapu, Pengumpulan, Pengolahan di TPST, Pengangkutan


Petugas Penarik Retribusi 
	





























Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kecamatan Pedurungan
a.	Aspek kelembagaan / institusi
b.	Aspek teknis operasional
c.	Aspek pembiayaan / retribusi
d.	Aspek hukum dan peraturan






Pengambilan Data Sekunder :
	Gambaran umum daerah perencaan
	Peta Administrasi
	Monografi dan demografi wilayah

Pengambilan Data Primer :
	Jumlah timbulan sampah
	Komposisi sampah
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